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ABSTRACT 

The Service Network for Persons with Disabilities (Jalan Pintas) program is a program 

created by the Pasuruan Regency Dispendukcapil because of the direction from the Director 

General of Dukcapil to create a ball pick-up program movement for persons with disabilities in 

population administration services. The purpose of this study was to determine the 

implementation of the Disability Service Network (Jalan Pintas) program in population 

administration services at the Dispendukcapil of Pasuruan Regency. This research uses 

descriptive qualitative research with the technique of determining informants through 

purposive and snowball sampling. The theory used is the implementation theory according to 

David C. Korten cited by (Christianingrum & Djumiarti, 2019) which has 3 indicators including 

the suitability of the program to the target group, the suitability of the program to the 

implementing organization, and the suitability of the target group to the implementing 

organization. The results showed that the implementation of the Jalan Pintas program in 

population administration services had gone well. Evidenced by the existence of more than 50 

times picking up the ball which indicates that the Jalan Pintas program is the right program 

and is needed by people with disabilities. 

Keywords: implementation; program; public service; population administration; person with 

disabilities 

 

ABSTRAK 

Program Jaringan Pelayanan Penyandang Disabilitas (Jalan Pintas) merupakan 

program yang dibuat Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan karena adanya arahan dari Dirjen 

Dukcapil untuk membuat gerakan program jemput bola bagi penyandang disabilitas dalam 

pelayanan administrasi kependudukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

implementasi program Jaringan Pelayanan Penyandang Disabilitas (Jalan Pintas) dalam 

pelayanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kabupaten Pasuran. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik penentuan informan 

melalui purposive dan snowball sampling. Teori yang digunakan adalah teori implementasi 

menurut David C. Korten dikutip oleh (Christianingrum & Djumiarti, 2019) yang memiliki 3 

indikator meliputi kesesuaian program dengan kelompok sasaran, kesesuaian program 

dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi 

pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Jalan Pintas dalam 

pelayanan administrasi kependudukan sudah berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan 

adanya lebih dari 50 kali melakukan jemput bola yang menandakan program Jalan Pintas 

merupakan program yang tepat dan dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.  

http://issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1554089628&1&&
http://issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1551819093&701&&
https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/reslaj/1052
mailto:rendyjulian99@gmail.com
mailto:agus_widiyarta.adneg@upnjatim.ac.id


Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal 

Volume 6 Nomor 6 (2024)   2331 - 2344   P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 
DOI: 10.47476/reslaj.v6i6.1052 

 

2332 | Volume 6 Nomor 6  2024 
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PENDAHULUAN 

Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan pelayanan publik yang 

diperlukan, baik dalam bentuk hukum dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain (Zica & Fanida, 2022). 

Dispendukcapil merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil. Salah satu pelayanannya berupa administrasi 

kependudukan pendaftaran penduduk hingga penerbitan dokumen kependudukan. 

Dokumen-dokumen tersebut yang meliputi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-

KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), dan beberapa dokumen 

lainnya. Dokumen-dokumen tersebut harus dimiliki oleh warga negara Indonesia, 

begitu pun penyandang disabilitas yang juga berhak mendapatkan pelayanan 

administrasi kependudukan seperti warga yang lain.  

Sebagai instansi pemerintah pusat dalam bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil, Dirjen Dukcapil mengungkapkan bahwasanya terdapat 

permasalahan yang dialami mengenai administrasi kependudukan yaitu berupa 

belum lengkapnya penyandang disabilitas dalam memiliki dokumen kependudukan 

di Indonesia, lalu membuat kebijakan yang dinamai dengan “Gerakan Bersama bagi 

Penyandang Disabilitas melalui Pendataan, Perekaman dan Penerbitan Dokumen 

Kependudukan Biodata, e-KTP, dan KIA untuk mewujudkan masyarakat inklusif”. 

Tabel 1. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 

Sumber: Data diolah peneliti dari Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, 2023 

No. Kecamatan Jumlah 

1. Bangil - 

2. Beji 67 

3. Gempol 6 

4. Gondangwetan 148 

5. Grati 13 

6. Kejayan 94 

7. Kraton 51 

8. Lekok - 

9. Lumbang 7 

10. Nguling 187 

11. Pandaan 164 

12. Pasrepan 78 

13. Pohjentrek 36 

14. Prigen 2 

15. Purwodadi 27 
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16. Purwosari 71 

17. Puspo 14 

18. Rejoso 121 

19. Rembang 30 

20. Sukorejo 33 

21. Tosari 14 

22. Tutur 12 

23. Winongan 66 

24. Wonorejo 26 

Total 1.267 

Tabel 1 menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan 

yang berjumlah total 1.267 orang. Apabila seluruh penduduk Kabupaten Pasuruan 

berjumlah 1.615.420 orang, maka jumlah penyandang disabilitas sekitar 0,08% dari 

total penduduk yang ada. Dari sekian banyak penyandang yang ada, terdapat 

penyandang yang memang belum memiliki dokumen dan bahkan belum terdata 

dalam server kependudukan. 

Dengan adanya arahan dari Dirjen Dukcapil tersebut, Dispendukcapil 

Kabupaten Pasuruan membuat sebuah inovasi layanan jemput bola layanan 

administrasi kependudukan yang difokuskan bagi penyandang disabilitas. Inovasi 

tersebut dinamakan program Jalan Pintas yang merupakan singkatan dari Jaringan 

Pelayanan Penyandang Disabilitas. Program tersebut sudah berjalan mulai bulan 

Mei tahun 2022. Proses programnya dimulai dari setiap lembaga pendidikan 

khusus/UPT khusus penyandang disabilitas untuk melayangkan surat permohonan 

kepengurusan dokumen, kemudian petugas yang akan datang ke lokasi tersebut 

untuk melakukan proses pendataan, perekaman hingga penerbitan dokumen 

kependudukan. Program Jalan Pintas juga dapat menuju ke masing-masing alamat 

penyandang disabilitas. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah 

kepemilikan dokumen kependudukan. Semenjak program Jalan Pintas berjalan, 

terjadi peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penyandang 

disabilitas. Terbukti dengan adanya lebih dari 50 kali kegiatan pelaksanaan yang 

telah dilakukan dengan rata-rata berjumlah 8 orang tiap bulannya. 

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka dapat dirumuskan “Bagaimana 

Implementasi Program Jaringan Pelayanan Penyandang Disabilitas (Jalan Pintas) 

Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dispendukcapil Kabupaten 

Pasuruan?”. Kajian ini memiliki tujuan dalam mengetahui dan menganalisis 

mengenai bagaimana implementasi program Jalan Pintas yang dilaksanakan oleh 

Dispendukcapil dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan. 
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TINJAUAN LITERATUR 

Implementasi 

Daichi menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses multitasking 

sumber daya manusia dengan menggunakan sumber daya yang lain untuk mencapai 

tujuan strategis (Hardiansyah, 2022). Sedangkan menurut Menurut van Meter dan 

van Horn dalam (Anggara, 2014) dikutip oleh (Mustikasari, 2022) Implementasi 

adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi pemerintah untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Pelayanan Publik 

Menurut Pasolong dikutip oleh (Adawia, 2022) pelayanan dapat 

didefinisikan sebagai individu atau kelompok, baik secara lambat maupun cepat. 

Layanan ini diberikan melalui tindakan individu dengan tujuan memberikan 

dukungan kepada pelanggan. Sedangkan menurut Agung dikutip oleh (Sukarmin, 

2020) berpendapat bahwa pelayanan publik merupakan tugas memberikan 

pelayanan atau memenuhi kebutuhan masyarakat atau orang lain yang mempunyai 

kebutuhan dalam organisasi berdasarkan undang-undang 

Administrasi Kependudukan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

administrasi kependudukan menjelaskan bahwa administrasi kependudukan 

merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban 

dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya 

untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Menurut (Amri, 2018) 

menjelaskan administrasi kependudukan adalah proses penerbitan dokumen dan 

data kependudukan melalui berbagai faktor, seperti pencatatan kependudukan, 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan 

pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik. 

Penyandang Disabilitas 

Menurut Daramona dikutip oleh (Ardiansah, 2018) menjelaskan bahwa 

penyandang disabilitas merupakan kelompok yang berbeda, baik yang mempunyai 

keterbatasan fisik, mental, maupun kombinasi dari keduanya. Berbagai kementerian 

memiliki penyebutan tersendiri terhadap penyandang disabilitas, seperti 

penyandang cacat, berkebutuhan khusus, dan penderita cacat. Menurut Bagir 

dikutip oleh (D. O. Setiawati, 2019) mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai 

orang yang mempunyai hak untuk hidup di negaranya. Penyandang disabilitas 

mempunyai hak untuk menerima dukungan yang diperlukan dalam hal kesehatan, 

layanan sosial, pendidikan dan pekerjaan. 
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Program Jalan Pintas 

Program Jaringan Pelayanan Penyandang Disabilitas atau yang disingkat 

Jalan Pintas merupakan program yang dibuat di Dispendukcapil Kabupaten 

Pasuruan. Awal mula program tersebut dibuat, Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan 

dan Dispendukcapil di kota dan kabupaten lain di seluruh Indonesia mendapat 

arahan dari Dirjen Dukcapil untuk membuat gerakan program jemput bola bagi 

penyandang disabilitas dalam rangka mendata dalam sistem kependudukan dan 

membuatkan dokumen kependudukan bagi para penyandang disabilitas yang belum 

mendapatkannya.   

Program Jalan Pintas mulai berjalan pada bulan Mei tahun 2022. Program ini 

memulai prosesnya dari setiap lembaga pendidikan khusus/UPT khusus ABK untuk 

melayangkan surat permohonan kepengurusan dokumen, kemudian petugas yang 

akan datang ke lokasi tersebut untuk melakukan proses pendataan, perekaman 

hingga penerbitan dokumen kependudukan. Program ini juga dapat menuju ke 

masing-masing alamat penyandang disabilitas. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Yang dimana untuk mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai 

fenomena yang diangkat dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bukan nilai numerik 

sesuai dengan penjelasan dari Moleong dalam (Setyawan, 2019). Penelitian ini 

dilakukan di Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan. Peneliti mengumpulkan sumber 

data penelitian ini yang didapatkan dari data primer yaitu dengan melakukan 

wawancara dengan 4 informan yang meliputi Pegawai Dispendukcapil Kabupaten 

Pasuruan yang berkaitan dengan Program Jalan Pintas sejumlah 2 orang dan 

masyarakat pengguna layanan program Jalan Pintas sejumlah 2 orang. Sedangkan 

data sekunder yang ditemukan berupa dokumen, arsip, dan berita yang berkaitan 

dengan penelitian. Teknik analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah analisis interaktif yang memiliki empat komponen analisis, yaitu 

pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

(Miles et al., 2014). Fokus penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut 

David C. Korten dikutip oleh (Christianingrum & Djumiarti, 2019) meliputi tiga 

indikator yaitu kesesuaian program dengan kelompok sasaran, kesesuaian program 

dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi 

pelaksana. 

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui, menganalisis, dan 

mendeskripsikan mengenai implementasi program Jaringan Pelayanan Penyandang 

Disabilitas (Jalan Pintas) dalam pelayanan administrasi kependudukan di 

Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Program Jaringan Pelayanan Penyandang Disabilitas atau yang disingkat 

Jalan Pintas merupakan program yang dibuat di Dispendukcapil Kabupaten 

Pasuruan. Awal mula program tersebut dibuat pada bulan Mei tahun 2022, 

Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan dan Dispendukcapil di kota dan kabupaten lain 

di seluruh Indonesia mendapat arahan dari Dirjen Dukcapil untuk membuat gerakan 

program jemput bola bagi penyandang disabilitas dalam rangka mendata dalam 

sistem kependudukan dan membuatkan dokumen kependudukan seperti e-KTP, KK, 

dan beberapa dokumen lainnya bagi para penyandang disabilitas yang belum 

mendapatkannya. Pada pembahasan penelitian ini menggunakan teori implementasi 

menurut David C. Korten dalam (Christianingrum & Djumiarti, 2019) yang memiliki 

3 indikator meliputi kesesuaian program dengan kelompok sasaran, kesesuaian 

program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian kelompok sasaran dengan 

organisasi pelaksana yang dijelaskan sebagai berikut: 

Kesesuaian Program dengan Kelompok Sasaran 

Kesesuaian program dengan kelompok sasaran, yaitu adanya kesesuaian 

antara apa yang disediakan oleh program Jalan Pintas dengan kebutuhan yang 

dihadapi oleh kelompok sasaran (penyandang disabilitas) (Christianingrum & 

Djumiarti, 2019). Indikator ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman 

mengenai program Jalan Pintas yang terbagi menjadi tiga, diantaranya meliputi 

kejelasan tujuan dari program Jalan Pintas, kebijakan atau langkah-langkah yang 

dilaksanakan dalam mencapai tujuan, dan kejelasan langkah-langkah dalam proses 

pelaksanaan program Jalan Pintas. 

 

 

Gambar 1. Proses Pelayanan Program Jalan Pintas 

Sumber: Media Sosial Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan, 2023 
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Tabel 2. Hasil Indikator Kesesuaian Program dengan Kelompok Sasaran 

Sumber: Data wawancara penelitian, 2023 

Sub Indikator Hasil Penelitian 

Tujuan Program 

Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan sebagai pelaksana 

pelayanan publik berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat, salah satunya melalui program Jalan Pintas 

yang melayani jemput bola pelayanan administrasi 

kependudukan seperti e-KTP, KK, akta kelahiran, dan 

dokumen kependudukan lainnya bagi penyandang 

disabilitas. 

Kebijakan dalam 

Mencapai Tujuan 

Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan melakukan 

sosialisasi dengan pemerintah desa dan koordinasi 

dengan Dinsos Kabupaten Pasuruan mengenai data 

penyandang disabilitas. 

Langkah-Langkah 

Proses Pelaksanaan 

Program 

Adanya pelaporan dari pemerintah desa maupun 

masyarakat sendiri, kemudian melakukan koordinasi 

dengan pelapor mengenai kapan dilakukan pelayanan, 

lalu Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan turun ke 

lapangan memberikan pelayanan. 

Tujuan Program 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa telah berjalan dengan 

baik. Hal ini ditujukan dengan adanya masyarakat atau pengguna program dapat 

terbantu dengan adanya pelayanan program Jalan Pintas, yang mana sebelumnya 

pelayanan jemput bola melayani secara keseluruhan, seperti orang sakit, manula, 

ODGJ, dan penyandang disabilitas yang kesulitan datang ke tempat layanan. 

Program yang terbentuk karena adanya arahan dari Dirjen Dukcapil ini melakukan 

pelayanan jemput bola berfokus pada penyandang disabilitas dalam melayani 

administrasi kependudukan seperti e-KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen 

kependudukan lainnya.  

Menurut Agung, pelayanan publik adalah tugas memberikan pelayanan atau 

memenuhi kebutuhan masyarakat atau orang lain yang mempunyai kebutuhan 

dalam organisasi berdasarkan undang-undang (Sukarmin, 2020). Dispendukcapil 

Kabupaten Pasuruan sebagai pelaksana pelayanan publik berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah pengguna program Jalan 

Pintas atau penyandang disabilitas terkait kurangnya kepemilikan dokumen 

kependudukan. Dengan adanya program Jalan Pintas, masyarakat terutama 

penyandang disabilitas itu sendiri terbantu karena kemudahan dalam mendapatkan 

pelayanan dokumen kependudukan tanpa perlu datang ke tempat pelayanan 

dikarenakan program Jalan Pintas ini melakukan jemput bola ke tempat tinggal 

pengguna program. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2016 Pasal 22 tentang hak pendataan kependudukan disabilitas yang dimana 
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penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan 

dan kepemilikan dokumen kependudukan sebagai warga negara. 

Kebijakan dalam Mencapai Tujuan 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa telah berjalan dengan 

baik. Hal ini ditujukan dengan  adanya masyarakat mengetahui dari pemerintah 

desa yang telah dilakukan sosialisasi oleh Pihak Dispendukcapil. Pihak 

Dispendukcapil yang dimana sebagai pelaksana program Jalan Pintas telah 

melakukan berbagai kebijakan atau strategi dalam mencapai tujuan program, 

diantaranya adalah melakukan sosialisasi dengan pemerintah desa agar program 

Jalan Pintas dikenal oleh masyarakat dan melakukan koordinasi dengan Dinsos yang 

dimana memiliki data penyandang disabilitas yang lebih lengkap dibandingkan 

Dispendukcapil.  

Menurut Sutaryo dikutip oleh (Setyoningtias, 2018) menjelaskan bahwa 

sosialisasi merupakan proses bagaimana menunjukkan kepada orang suatu proses 

dan menentukan reaksi mereka. Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan melakukan 

sosialisasi dengan pemerintah desa untuk agar program Jalan Pintas dikenal oleh 

pengguna program (penyandang disabilitas) dan mengikuti pelayanan program 

tersebut, sehingga masyarakat tidak perlu susah payah untuk mengurus dokumen 

kependudukan di kecamatan ataupun kantor Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan. 

Menurut Usman dikutip oleh (N. A. Setiawati, 2018) menjelaskan pengertian 

koordinasi merupakan suatu proses yang secara terus menerus mengintegrasikan, 

menyesuaikan dan memfasilitasi pelaksanaan berbagai tugas untuk mencapai 

tujuan secara efisien dan efektif. Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan juga 

melakukan koordinasi dengan Dinsos yang dimana memiliki data penyandang 

disabilitas yang lebih lengkap dibandingkan Dispendukcapil. Oleh karena itu, 

Dispendukcapil dapat terbantu dengan adanya Dinsos dalam melaksanakan 

program Jalan Pintas ini. 

Langkah-langkah Pelaksanaan Program 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa telah berjalan dengan 

baik. Hal ini ditujukan dengan  adanya kejelasan langkah-langkah yang dilakukan 

pihak Dispendukcapil dalam memberikan pelayanan program Jalan Pintas mulai 

dari masyarakat sendiri yang melapor ataupun pemerintah desa yang melapor ke 

pihak Dispendukcapil. Lalu, pihak dispendukcapil melakukan koordinasi dengan 

pelapor. Kemudian, pihak Dispendukcapil turun ke lokasi yang bersangkutan untuk 

melakukan pelaksanaan program. Langkah-langkah yang berasal dari kata langkah 

atau yang berartikan proses merupakan rangkaian aktivitas yang ditujukan untuk 

mencapai beberapa hasil. Proses adalah bagaimana suatu layanan menghasilkan 

nilai bagi pelanggan (Dhofir, 2020). Adanya kejelasan mengenai proses pelayanan 

program Jalan Pintas mulai awal yaitu pelaporan oleh pemerintah desa atau 

masyarakat hingga yang terakhir dilakukan pelayanan kepada penyandang 

disabilitas tersebut. 
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Kesesuaian Program dengan Organisasi Pelaksana 

Kesesuaian antara program dengan Organisasi pelaksana, yaitu adanya 

kesesuaian antara tugas yang ditetapkan oleh program Jalan Pintas dengan 

kemampuan yang dimiliki di Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan (Christianingrum 

& Djumiarti, 2019). Oleh karena itu, tujuan dari indikator ini untuk mendapatkan 

pemahaman mengenai sejauh mana program dan pelaksana yang bertanggung 

jawab atas organisasi pelaksana yang terbagi menjadi dua, diantaranya meliputi 

pemahaman dan pengetahuan pelaksana program mengenai program Jalan Pintas 

itu sendiri dan mengetahui respon pelaksana program Jalan Pintas dengan 

penerima. 

Tabel 3. Hasil Indikator Kesesuaian Program dengan Organisasi Pelaksana 

Sumber: Data wawancara penelitian 2023 

Sub Indikator Hasil Penelitian 

Pemahaman 

Pelaksana Program 

Mengenai Program 

Adanya pembagian tugas sesuai dengan yang tercantum 

pada Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang 

tugas pokok dan fungsi Dispendukcapil. Sedangkan 

pemahaman pengguna program yaitu masyarakat 

mengetahui maksud dan tujuan dari program Jalan 

Pintas itu sendiri. 

Respon Pelaksana 

Program dengan 

Penerima Program 

Sudah banyak penyandang disabilitas menggunakan 

layanan program Jalan Pintas yang menandakan bahwa 

menerima adanya program dan respon yang baik oleh 

kelompok sasaran. 

Pemahaman Pelaksana Mengenai Program 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa telah berjalan dengan 

baik. Hal ini ditujukan dengan adanya pemahaman pelaksana (Dispendukcapil) dan 

pengguna program mengenai program Jalan Pintas ini. Pemahaman pelaksana 

berupa adanya pembagian tugas sesuai dengan masing-masing bidang membuat 

koordinasi berjalan dengan baik, sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan 

Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dispendukcapil. 

Sedangkan pemahaman pengguna program yaitu mengetahui maksud dan tujuan 

dari program Jalan Pintas itu sendiri.  

Menurut Usman dikutip oleh (N. A. Setiawati, 2018) menjelaskan pengertian 

koordinasi merupakan proses integrasi, pengorganisasian dan penyederhanaan 

terus menerus melakukan berbagai tugas untuk mencapai tujuan efektif dan efisien.. 

Pihak Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan pelayanan program 

Jalan Pintas melakukan koordinasi antar pegawai yang dimana berupa adanya 

pembagian tugas antar pegawai sesuai dengan masing-masing bidang yang 

dijalaninya. Adanya koordinasi tersebut membuat pelaksanaan program berjalan 

dengan baik. 
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Respon Pelaksana Program dengan Penerima Program 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa telah berjalan dengan 

baik. Hal ini ditujukan dengan adanya banyak penyandang disabilitas menggunakan 

layanan program Jalan Pintas yang telah diberikan oleh pihak Dispendukcapil 

Kabupaten Pasuruan. Masyarakat pun terbantu dengan adanya program Jalan 

Pintas. Hal tersebut menandakan menerima adanya program dan respon yang baik 

oleh kelompok sasaran program Jalan Pintas atau penyandang disabilitas itu sendiri. 

Jalaludin Rahmat menjelaskan bahwa respon merupakan hasil atau 

pendapat yang diperoleh dari pengamatan tentang suatu topik, peristiwa, atau 

hubungan yang diperoleh melalui inferensi dan penerjemahan informasi. (Maknolia 

& Hidayat, 2020). Adanya respon dari masyarakat yang menerima dengan baik 

membuat program ini dapat berjalan, disisi lain penyandang disabilitas maupun 

keluarga dapat terbantu dengan adanya program Jalan Pintas ini dan pihak 

Dispendukcapil dapat memenuhi hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan 

dokumen kependudukan. 

Kesesuaian Kelompok Sasaran dengan Organisasi Pelaksana 

Kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana, yaitu 

adanya kesesuaian antara penyandang disabilitas dengan pihak Dispendukcapil 

Kabupaten Pasuruan untuk mencapai hasil dan dapat memperoleh hasil dari 

program Jalan Pintas (Christianingrum & Djumiarti, 2019). Adapun ukuran 

keberhasilan dari indikator ini adalah tepat program, tepat pelaksanaan, dan tepat 

sasaran.  

Tabel 4. Hasil Indikator Kesesuaian Kelompok Sasaran dengan Organisasi 

Pelaksana 

Sumber: Data wawancara penelitian, 2023 

Sub Indikator Hasil Penelitian 

Tepat Program Telah adanya puluhan kali melakukan turun lapangan 

untuk melakukan pelayanan program Jalan Pintas 

menandakan adanya ketepatan program. 

Tepat Pelaksanaan Program Jalan Pintas tergolong pasif karena menunggu 

atau bergantung dengan adanya laporan dari 

masyarakat, pemerintah desa, maupun Dinas Sosial 

Kabupaten Pasuruan agar dapat melakukan pelayanan. 

Tepat Sasaran Penyandang disabilitas merupakan sasaran yang sangat 

tepat dan memang program Jalan Pintas diperuntukkan 

bagi penyandang disabilitas. 
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Tepat Program 

Berdasarkan hasil temuan melalui observasi dan wawancara dengan 

beberapa narasumber menunjukkan bahwa telah berjalan dengan baik. Hal ini 

ditujukan bahwa selama program Jalan Pintas berlangsung dapat dikatakan berhasil 

karena telah adanya lebih dari 50 kali kegiatan melakukan jemput bola dan pihak 

Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan berhasil untuk menyelesaikan pelayanan 

dengan baik. Dengan adanya pemohon yang melapor untuk dilakukan pelayanan 

pembuatan dokumen kependudukan, maka menandakan bahwa adanya ketepatan 

program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Menurut Agung, menjelaskan 

bahwa pelayanan publik merupakan tugas memberikan pelayanan atau memenuhi 

kebutuhan masyarakat atau orang lain yang mempunyai kebutuhan dalam 

organisasi berdasarkan undang-undang (Sukarmin, 2020). Sebagai instansi 

pemerintah yang menjalankan pelayanan publik, sudah semestinya menjalankan 

fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya pelapor yang meminta 

untuk dilakukan pelayanan, menandakan bahwa Dispendukcapil Kabupaten 

Pasuruan sudah memberikan inovasi yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas 

sebagai pengguna program Jalan Pintas. 

Tepat Pelaksanaan 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa telah berjalan dengan 

baik. Hal ini ditujukan adanya lebih dari 50 kali kegiatan melakukan jemput bola dan 

berhasil dilakukan pelayanan. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya pemohon 

yang melapor untuk dilakukan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan. 

Untuk kurun waktu antara laporan dengan pelayanan apabila melihat ketentuan 

pihak Dispendukcapil mengupayakan maksimal 1 minggu. Menurut William J. 

Stevenson dan Sum Chee Chuong dikutip oleh (Hermawan, 2016) mendefiniskan 

bahwa penjadwalan adalah melibatkan penentuan waktu penggunaan peralatan, 

fasilitas, dan aktivitas manusia tertentu dalam suatu organisasi. Selain pelayanan 

pasif, pelapor yang menggunakan layanan program Jalan Pintas menunggu 

konfirmasi terlebih dahulu dari pihak Dispendukcapil mengenai kapan akan 

dilakukan pejadwalan pada pelayanan, dikarenakan tugasnya bukan hanya program 

ini saja. Menurut Dispendukcapil, adanya koordinasi dengan pelapor memberikan 

dampak yang positif sehingga kedua pihak saling menguntungkan satu sama lain. 

Meskipun terdapat kendala yang dialami, namun hal tersebut tidak mengganggu 

jalannya pelayanan program Jalan Pintas. 

Tepat Sasaran 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa telah berjalan dengan 

baik. Hal ini ditujukan bahwa program Jalan Pintas sudah sangat tepat dalam 

memberikan pelayanan jemput bola atau datang ke lokasi para penyandang 

disabilitas untuk dilakukan pelayanan administrasi kependudukan dan dapat 

memenuhi hak para penyandang disabilitas. Serta, memang program Jalan Pintas 

tersebut merupakan pelayanan jemput bola yang diperuntukkan untuk penyandang 
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disabilitas. Menurut Tachjan dikutip oleh (Novianti, 2018) mendefinisikan bahwa 

kelompok sasaran merupakan kelompok atau organisasi yang menerima barang 

atau jasa yang perilakunya akan dipengaruhi oleh kebijakan. Dalam program Jalan 

Pintas ini, kelompok sasaran yang tepat adalah penyandang disabilitas. Hal tersebut 

dikarenakan ketidakmungkinan penyandang disabilitas untuk datang ke tempat 

pelayanan sehingga dilakukan jemput bola ke tempat tinggal yang bersangkutan 

untuk dilakukan pelayanan administrasi kependudukan. Disisi lain, untuk 

memenuhi hak para penyandang disabilitas dalam memiliki dokumen 

kependudukan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

mengenai implementasi program Jaringan Pelayanan Penyandang Disabilitas (Jalan 

Pintas) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kabupaten 

Pasuruan. Dibuktikan dengan adanya lebih dari 50 kali kegiatan melakukan jemput 

bola yang menandakan program Jalan Pintas merupakan program yang tepat dan 

dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini, menggunakan 3 

indikator yang digunakan meliputi kesesuaian program dengan kelompok sasaran, 

kesesuaian program dengan organsasi pelaksana, dan kesesuaian organisasi 

pelaksana dengan kelompok sasaran yang telah berhasil dijalankan oleh 

Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan dengan baik. Meskipun secara keseluruhan 

sudah berhasil berjalan dengan baik, tetapi tetap perlu ditingkatkan kembali 

mengenai adanya mengadakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat agar 

mendapatkan pemahaman terkait program-program yang dimiliki oleh dinas, 

terutama program Jalan Pintas dan adanya pengajuan tambahan alat kerja untuk 

meningkatkan pelayanan sehingga mempengaruhi kinerja Dispendukcapil 

Kabupaten Pasuruan sebagai organisasi pelaksana. 
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